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PUTUSAN
Nomor 838/Pdt.G/2019./PA.Tgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I empat dan tanggal lahir

Tenggarong, 28 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Pedagang

Online, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman [

|

I <abupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;
melawan

I - at dan tanggal lahir Tenggarong, 19 Maret

1994, agama lIslam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah

Dasar, tempat kediaman di [ R
I <ccamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai

Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Juli 2019 telah
mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 838/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal
22 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 15 Januari 2018, terdaftar pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan

Kutipan Akto I
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami
isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Jalan Gunung
Semeru, RT. 33, Keluarahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak || | | . =i+ di Tenggarong 13
Februari 2019 dan saat ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun
2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan
Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan, hal tersebut Penggugat
ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang mabuk-
mabukkan dan karena kebiasaan Tergugat tersebut kebutuhan rumah
tangga menjadi terganggu karena Penghasilan Tergugat digunakan
untuk membeli minuman beralkohol;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019, yang akibatnya Penggugat
dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarena Penggugat pergi
meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah
lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu
Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat
sikapnya tetap tidak berubabh;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama
Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke
Pengadilan Agama Tenggarong;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatukan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR:
1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;
2

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([ GczNGzGzGGE
I t<hadap Penggugat (N

3.

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang

berlaku;
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator
Drs. Akhmar Samhudi, S.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19
Agustus 2019 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan selama ini antara
Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami istri di rumah Tergugat dan yang terakhir pada malam jum’at yang lalu;

Bahwa Penggugat mengakui adanya hubungan layaknya suami istri
antara Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya paksaan dan terakhir di
rumah Tergugat pada maam jum’at tiga hari yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian di luar
sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Drs. Akhmar Samhudi, S.H,
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1
Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang
menjadi pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada awalnya rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat yang menikah tanggal 15 Januari 2018
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan.
Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2019, akibatnya Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih melakukan
hubungan layaknya sebagaimana suami istri dan yang terakhir hubungan
suami istri antara Penggugat dengan Tergugat pada malam jum’at yang lalu
tanpa ada paksaan dari pihak Tergugat;
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Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
mengakui adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat di
rumah Tergugat tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, antara Penggugat dengan
Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat ini Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun sewaktu-waktu antara
Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami istri dan yang terakhir dilakukan pada tiga hari yang lalu, hubungan
mana dilakukan tanpa ada paksaan. Hal ini dapat diduga bahwa rumah tangga
Peggugat dengan Tergugat masih rukun dan gugatan Penggugat dinilai masih
prematur dan belum sampai kepada tahap membahayakan (madharrah);

Menimbang, bahwa hubungan suami istri yang dilakukan Penggugat

dengan Tergugat atas dasar suka sama suka menunjukkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun lagi, karena itu
gugatan Penggugat tidak didukung oleh alasan yang kuat, maka majelis
sepakat untuk tidak menerima gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 641. 000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul
Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H.
Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera , serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag Drs. Abdul Rosyid, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP Rp  50.000,00
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2. Proses Rp  50.000,00

3. Panggilan Rp 525.000,00

4. Redaksi Rp  10.000,00

5. Meterai Rp 6. 000,00
Jumlah Rp 641. 000,00
( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah )
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